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KEPALA DESA BHUANA JAYA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor :     48   TAHUN 2023
TENTANG :
PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN PERAWAT                                                                                            DIDESA  BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA                                                                                            TAHUN ANGGARAN 2023                                                                                                                                                                                                      

KEPALA DESA  BHUANA JAYA

	Menimbang
	:
	bahwa untuk lebih mengoptimalkan kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, maka dibutuhkan tambahan tenaga kesehatan profesi Perawat yang ditempatkan pada Puskesmas Pembantu Desa Bhuana Jaya  yang menjadi bagian wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III sebagai wujud nyata untuk mendukung kerjasama lintas sektor dalam Bidang Kesehatan;  

bahwa sesuai dengan ketentuan BAB.III pasal 4 ayat (1) PeraturanDesa  Bhuana Jaya  Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, poin  ( b ) Bidang pembangunan Desa yang didalamnya ada sub bidang kesehatan, pengangkatan tenaga kesehatan profesi Bidan Desa yang ditempatkan pada Puskesmas Pembantu Desa Bhuana Jaya yang menjadi bagian wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III, perlu dituangkan melalui Keputusan Kepala Desa;   

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Perawat di Desa Bhuana Jaya  Kecamatan Tenggarong Seberang  Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;



	Mengingat

Memperhatikan


	:

:
	Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 53 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kutai di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5612);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828 Tahun 2008 tentang Petunjuk Tekhnis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/menkes/sk/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun  2018 Nomor 43);
Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun  2018 Nomor 44);
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38  Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 38);
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara   Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 5);
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 15);
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 35);
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 36);
Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 30/SK.BUP/HK/2019 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting (KP2S);
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023; (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 52);
Peraturan Desa  Bhuana Jaya  Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Desa Tahun 2020.-2026 (LembaranDesa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 04);
Peraturan Desa  Bhuana Jaya Nomor 24 Tahun 2023  Tentang Perubahan Rencana Kerja PemerintahDesa Bhuana Jaya No. 19  Tahun 2022 Tentang RKP.2023 (LembaranDesa  Bhuana Jaya Tahun 2023 Nomor 22;
PeraturanDesa  Bhuana Jaya Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa  Bhuana Jaya Tahun 2022 Nomor 23.);
PeraturanDesa  Bhuana Jaya Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa  Bhuana Jaya Tahun 2023 Nomor  29);
Bagian Kedua pasal 5 Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :B-6293/DINKES/SKRT-KEPEG/814.2/10/2023 Tentang Petunjuk Tekhnis Pemenuhan Tenaga Kesehatan Melalui Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;

Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :B-6772/Dinkes/SKRT-Kepeg/800/11/2023 Tertanggal 08 Nopember 2023 Perihal Penyampaian Hasil Rekrutmen Tenaga Kesehatan Desa Bersumber dari BKKD;


MEMUTUSKAN:

	Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM
	:

:

:

:

:

:

:
	KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN PERAWAT/BIDAN/NUTRISIONIST DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2023;

Mengangkat SaudarI :

NAMA

JENIS TENAGA

PENEMPATAN

ANI WULAN ROMIATI, A.Md.Kep..

PERAWAT

PUSKESMAS PEMBANTU

DESA  BHUANA JAYA                               

Terhitung mulai Tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 diangkat sebagai Tenaga Kesehatan Perawat/Bidan/Nutrisionist yang ditempatkan pada Puskesmas Pembantu  Desa Bhuana Jaya  yang menjadi bagian wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III ;

Tugas, tanggungjawab dan wewenang Tenaga Kesehatan Perawat/Bidan yang ditempatkan pada pada Puskesmas Pembantu  Desa Bhuanan Jaya yang menjadi bagian wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Tugas :

Melaksanakan arahan Tenaga Kesehatan UPTD.Puskesmas Separi III melaksanakan tugas asuhan keperawatan di dalam maupun diluar Gedung Puskesmas Pembantu  Desa Bhuana Jaya ;

Melaksanakan arahan Tenaga Kesehatan UPTD.Puskesmas Separi III berkolaborasi dalam pelayanan pengobatan pasien di Puskesmas Pembantu desa Bhuana Jaya;

Melaksanakan arahan Tenaga Kesehatan UPTD.Puskesmas Separi III memeriksa dan mengobati penderita penyakit menular secara pasif baik di dalam maupun diluar Puskesmas Pembantu  Desa Bhuana Jaya di wilayah layanan kerja Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang;

Melaksanakan arahan Tenaga Kesehatan UPTD.Puskesmas Separi III memberikan penyuluhan kepada penderita baik di dalam maupun diluar Puskesmas Pembantu Bhuana Jaya di wilayah layanan kerja Desa Bhuana Jaya  Kecamatan Tenggarong Seberang;

Melaksanakan arahan Tenaga Kesehatan UPTD.Puskesmas Separi III bertanggung jawab atas kebersihan penataan didalam maupun diluar Puskesmas Pembantu Desa Bhuana Jaya di wilayah layanan kerja Desa  Bhuana Jaya  Kecamatan Tenggarong Seberang;

Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengamanan alat medis dan non medis milik Puskesmas Pembantu Desa Bhuana Jaya di wilayah layanan kerja Desa  Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang;

Melaksanakan arahan Tenaga Kesehatan UPTD.Puskesmas Separi III melakukan penyuluhan kesehatan masyarakat gizi masyarakat di wilayah layanan kerja Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang;

Melaksanakan arahan Tenaga Kesehatan UPTD.Puskesmas Separi III melakukan pendampingan kegiatan posyandu di wilayah layanan kerja Desa  Kecamatan Tenggarong Seberang;

Melaksanakan arahan Tenaga Kesehatan UPTD.Puskesmas Separi III melakukan kunjungan kerumah-rumah di wilayah layanan kerja Desa  Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang;

Melaksanakan arahan Tenaga Kesehatan UPTD.Puskesmas Separi III mendokumentasikan hasil layanan dan hasil kegiatan di wilayah layanan kerja Desa Bhuana Jaya  Kecamatan Tenggarong Seberang;

Melaksanakan arahan Tenaga Kesehatan UPTD.Puskesmas Separi III mengikuti rapat atau pertemuan internal dan lintas sektor di wilayah layanan kerja Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang maupun diluar wilayah layanan kerja Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang;

Melaksanakan arahan Tenaga Kesehatan UPTD.Puskesmas Separi III melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.Puskesmas Separi III di wilayah layanan kerja Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang maupun diluar wilayah layanan kerja DesaBhuana Jaya. Kecamatan Tenggarong Seberang;

Melaksanakan arahan Tenaga Kesehatan UPTD.Puskesmas Separi III melaksanakan pembinaan UKBM dan kegiatan pengembangan Desa Siaga Aktif di wilayah layanan kerja Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang;

Melaksanakan arahan Tenaga Kesehatan UPTD.Puskesmas Separi III melaksanakan pembinaan PHBS ke Masyarakat di wilayah layanan kerja Desa  Bhuana Jaya  Kecamatan Tenggarong Seberang;

Tanggung Jawab :

Melaksanakan arahan Tenaga Kesehatan UPTD.Puskesmas Separi II memberikan pelayanan perawatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di wilayah layanan kerja Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang;

Memelihara inventaris atau alat keperawatan Puskesmas Pembantu .......... di wilayah layanan kerja Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang;

Wewenang :

Menggunakan alat atau inventaris keperawatan Puskesmas Pembantu  Desa Bhuana Jaya untuk kepentingan pelayanan di wilayah layanan kerja Desa Bhuana Jaya  Kecamatan Tenggarong Seberang;

Melaksanakan arahan Tenaga Kesehatan UPTD.Puskesmas Separi III melakukan tindakan medis sesuai dengan kompetensi yang dimiliki di wilayah layanan kerja Desa  Bhuana Jaya Kecamatan  Tenggarong Seberang;

Bersama Tenaga Kesehatan UPTD.Puskesmas Separi III merujuk pasien di wilayah layanan kerja Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang ke IGD RSUD AM Parikesit  apabila diperlukan tindakan medis lebih lanjut;
Dalam menjalankan tugas, tangggungjawab dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tenaga Kesehatan Perawat Puskesmas Pembantu Desa Bhuana Jaya  tetap berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur didalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bhuana Jaya melalui sumber pembiayaan Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan peninjauan kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya;


Ditetapkan
:
Desa Bhuana Jaya 

Pada tanggal
:
14 Nopember 2023

KEPALA DESA BHUANA JAYA
       FREND EFFENDY
Tembusan Kepada Yth :

Bupati Kutai Kartanegara di. Tenggarong.-

Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di. Tenggarong.-

Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara di. Tenggarong.-

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara di. Tenggarong.-

Camat Tenggarong Seberang  di. Tenggarong Seberang .-

Kepala UPTD. Puskemas Separi III  di. Bukit Pariaman .-

Ketua Badan Permusyawaratan Desa  Bhuana Jaya di. Bhuana Jaya.-

Yang bersangkutan.-

[image: image1.png]


                   PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

                     KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
                      DESA BHUANA JAYA
                                  ALAMAT : JALAN MULAWARMAN KODE POST 75572

                          e-mail : pemdes@bhuanajya.desa.id  website : http//bhuanajaya. desa.id

PERJANJIAN KERJA ANTARA

PEMERINTAH DESA BHUANA JAYA
DAN 

TENAGA KESEHATAN PERAWAT 
Nomor :  100/  1691   /64.02.16.2008/XI/2023
Pada hari ini  Selasa  Tanggal empat belas Bulan Nopember  Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Frend Effendy
Jabatan
 
: KepalaDesa  Kecamatan Tenggarong Seberang

Alamat

: RT.014 Dsn, Binamulya Desa Bhuana Jaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor  598/SK-BUP/HK/2019 Tanggal 06 Desember 2019

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama
: 
ANI WULAN ROMIATI, A.Md.Kep.

No.SK.Kepala Desa
:
     48     Tahun   2023


Tempat/tgl. Lahir
: 
Kutai, 24 Januari 1996


Jenis Kelamin
: 
Perempuan


No. KTP/NIK
:
6402166401960005 MERGEFIELD No_KTP 
Alamat
: 
RT.009 Dsn. Mekarsari Desa Bhuana Jaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

Bahwa PIHAK KESATU memerlukan tenaga kesehatan Perawat untuk di tempatkan pada Puskesmas Pembantu Desa  Bhuana Jaya Kecamatan Tengarong Seberang yang merupakan wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III.

Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk memberikan waktu, tenaga, pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan keahliannya sebagai Tenaga Kesehatan Perawat /Bidan/Nutrisionist Pada Puskesmas Pembantu Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang  yang merupakan wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III.
Bahwa PIHAK KESATU menyatakan persetujuannya dan menerima PIHAK KEDUA untuk bekerja menjalankan profesi dan tugas sebagai Tenaga Kesehatan Perawat pada Puskesmas Pembantu Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang yang merupakan wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III dan PIHAK KEDUA menyatakan pula kesediannya untuk bekerja menjalankan profesi dan tugas sebagai Tenaga Kesehatan Bidan Desa pada Puskesmas Pembantu Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang yang merupakan wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III untuk jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja ini.

Maka sehubungan dengan segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Antara PemerintahDesa  Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tenaga Kesehatan Perawat yang ditempatkan pada Puskesmas Pembantu Desa Bhuana jaya Kecamatan Tenggarong Seberang yang merupakan wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Hubungan hukum antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA merupakan hubungan kerja yang dijalin atas dasar profesionalisme, kepercayaan dan penghormatan yang tinggi diantara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sehingga oleh karena itu, baik PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA wajib saling menghargai kode etik, standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Para Pihak, serta mematuhi SOP, tata tertib dan Peraturan yang berlaku di Pemerintah Desa  Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegarra untuk ditempatkan pada Puskesmas Pembantu Desa Bhuana jaya Kecamatan Tenggarong Seberang yang merupakan wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III

PIHAK KEDUA bertugas untuk menjalankan profesinya sebagai Tenaga Kesehatan Bidan Desa pada Puskesmas Pembantu  Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang dengan segenap kemampuan dan dedikasi terbaik yang dimilikinya sesuai dengan standart praktek yang baik, dibawah pembinaan UPTD.Puskesmas Separi III ;

PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugasnya  bersedia dan sanggup bertugas baik secara sendiri/mandiri maupun bekerja dalam suatu tim yang terdiri dari beberapa orang tenaga kesehatan dari UPTD.Puskesmas Separi III.

Pasal 2

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka 2 (dua)  bulan, terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya Perjanjian Kerja ini dan akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal   31 Desember 2023.
Setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja ini dan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan perpanjangan Jangka waktu, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

HAK dan KEWAJIBAN

Hak PIHAK KESATU

Menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kesehatan Perawat pada Puskesmas Pembantu Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang yang merupakan wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memutuskan hubungan kerja dengan Tenaga Kesehatan Bidan Desa pada Puskesmas Pembantu  Desa Bhuana jaya Kecamatan Tenggarong Seberang berdasarkan rekomendasi dan persetujuan yang dikeluarkan oleh UPTD.Puskesmas Separi III.

Melakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja PIHAK KEDUA sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kewajiban PIHAK KESATU

Menghormati standar profesi PIHAK KEDUA.

Membayarkan Honorarium kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan.

Hak PIHAK KEDUA

Memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dalam hal telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mendapat Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan.

Kewajiban PIHAK KEDUA

  Berkomitmen untuk tunduk pada tata tertib, peraturan, nilai-nilai budaya dan system kerja yang berlaku.

Memperlihatkan dokumen asli dan memberikan salinan/copy untuk disimpan PIHAK KESATU, dokumen-dokumen yang menyangkut keahliannya dan dokumen yang membuktikan kewenangan melakukan pekerjaan sebagai Tenaga Kesehatan Perawat yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang kepada PIHAK KESATU.

  Mengikuti seluruh program kegiatan pelayanan dasar dan inovatif untuk peningkatan pelayanan publik pada Puskesmas Pembantu Desa  Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang yang merupakan wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III

  Bersedia bekerja di luar jam kerja apabila dibutuhkan oleh PIHAK KESATU.

  Melaksanakan profesi dan tugasnya sesuai dengan etika dan standar pelayanan.

Mentaati Peraturan Kehadiran pada Puskesmas Pembantu Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang  yang merupakan wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama atau dalam keadaan-keadaan mendesak untuk kepentingan pasien.

Menjaga nama baik Desa  Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara selama menjalankan Tugas pada Puskesmas Pembantu Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang yang merupakan wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III dan menjaga kerahasiaan segala hal yang diketahui selama masih terikat dengan Perjanjian Kerja ini.

Pasal 4

HONORARIUM DAN CARA PEMBAYARANNYA

PIHAK KESATU akan memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA berupa Honorarium.

Besaran Honorarium berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU

Pembayaran honorarium tersebut di atas akan diterima oleh PIHAK KEDUA setiap bulan.

PIHAK KEDUA akan diberikan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Besarnya honorarium dan/atau tambahan penghasilan lainnya yang diterima PIHAK KEDUA akan selalu diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan PIHAK KEDUA atas penerimaan honorarium dan/atau tambahan penghasilan lainnya yang diperoleh dari pemberian jasa-jasa pelayanan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya pada Puskesmas Pembantu  Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang yang merupakan wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III dan PIHAK KESATU akan melakukan pemotongan pajak-pajak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 5

PENEMPATAN 

Penempatan PIHAK KEDUA ditetapkan oleh PIHAK KESATU untuk memenuhi formasi kebutuhan pada Puskesmas Pembantu  Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang yang merupakan wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III.

PIHAK KEDUA tidak boleh mengajukan pindah dari wilayah kerja pada Puskesmas Pembantu  Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang yang merupakan wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III.

Pasal 7

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU, apabila PIHAK KEDUA:

Tidak sehat jasmani dan rohani;

Melanggar disiplin berat;

Melakukan tindak pidana;

Meninggal dunia;

Selesainya masa perjanjian kerja;

Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dalam   Perjanjian Kerja ini.

Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KESATU :

Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerja ini;

Telah melakukan perbuatan yang tidak layak/tidak baik terhadap PIHAK KEDUA.

Memberi tugas tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati.

Penyelesaian Perselisihan.

Perjanjian Kerja ini dan segala akibat hukumnya hanya tunduk pada hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas perjanjian kerja ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila dengan cara ayat 2 tersebut diatas tidak tercapai kata permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri di Tenggarong.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

Dalam hal terjadi Force Majeure seperti bencana alam, revolusi, pemberontakan atau adanya tindakan/kebijakan pemerintah yang mengubah secara drastis keadaan sosial masyarakat serta nilai materi  dan jasa, maka tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu oleh para pihak untuk menghentikan pengoperasian dan/atau pelayanan kesehatan pada Puskesmas Pembantu Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang yang merupakan wilayah kerja dari UPTD.Puskesmas Separi III dari Pemerintah Desa  Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang  Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dan oleh karena itu Perjanjian Kerja ini akan berakhir demi hukum dan para pihak tidak dapat saling menuntut hak apapun.

Pasal 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diputuskan dan diatur kemudian oleh para pihak secara musyawarah mufakat.

Perubahan dan/atau penambahan pada Perjanjian Kerja ini hanya sah apabila disetujui oleh para pihak dan dinyatakan dalam suatu perjanjian perubahan dan/atau perjanjian penambahan (addendum) yang ditandatangani para pihak.

Segala lampiran yang melengkapi Perjanjian Kerja ini merupakan bagian tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan disetujui oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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